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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.  
Problematika pelaksanaan Undang-undang No. 44 Pasal 17-22 Tahun 2008 tentang Pornografi di Polres Kota Kendari adalah tidak cukupnya alat bukti sehingga kasus Pornografi sangat sulit untuk di ungkap dan tidak adanya Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di wilayah Kota Kendari untuk menjelaskan alat bukti kasus Pornografi. 
2.   Tinjauan hukum Islam terhadap problematika pelaksanaan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi di Polres Kota Kendari adalah tidak dibolehkan karena setiap unsur-unsur yang memuat Pornografi haram hukumnya.
B. Saran        
Melihat adanya beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Tugas Polres Kota Kendari di atas, maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk dapat memberantas masalah tindak pidana pornografi, diharapkan kepada seluruh lapisan mulai dari lapisan pemerintah sampai kepada masyarakat bawah agar senantiasa meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT serta selalu menumbuhkan kesadaran akan bahaya pornografi yang dimulai dari individu dan lingkungan sekitar sampai kepada lapisan paling atas untuk menjauhi pornografi kapan dan dimanapun serta dalam kondisi apapun.

2.
Kepada Polres Kota Kendari agar lebih memperhatikan masalah kesiapan dalam pelaksanaan tugas, seperti kesiapan personil dari segi jumlah dan perekrutan personil baru serta penempatan personil agar disesuaikan dengan SDM yang dimiliki, dukungan sarana dan prasarana serta anggaran. Lebih meningkatkan hubungan silaturahmi dengan semua lapisan masyarakat seperti pemberian pelayanan prima kepada masyarakat agar terjalin kerja sama yang baik, lebih meningkatkan sosialisasi di tempat-tempat rawan pornografi, memperketat pengawasan terhadap instrumen penangkal yang ada di setiap jalur akses masyarakat.
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